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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN KEPULAUAN ARU 

NOMOR 5 TAHUN 2012 

TENT ANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2012 

DENGAN RAHMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerinwhan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan LernbaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844), .Kepala 
Daerali mengajukan Peraturan Derah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan 
perwujudan dari Rencana Kerja Pernerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam kebijakan· umurn APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang 
telah disepakati bersama antara Pernerintah Daerah dengan DPRD; 

c. bahwa berdasarkan _ pertimbangan sebagaimana dirnaksud pada huruf a, perlu membentuk · Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD _ Kabupaten 
Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2012. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nornor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nornor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembarart Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Alas Tanah darr Bangunar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 
44, Tarnbahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahan 199S: tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsl, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran1 Negara 
Republik Indonesia Taliun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 17. Tallun 2003' tentang Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Repul:.Jik Indonesia Nomor 4286); 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentanq Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupa!en Seram Bagian Barat clan Kabupaten Kepulauan 
Aru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003); · 

7. Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republlk mdonesla Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-lllndangan (Lembaran Negara Reprublik Indonesia Tah�n 2004 Nomor 
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Neqara (Lembaran Negara Re�ublik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pernbanqunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten!ang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusa! dan Pemerin!ahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008· Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

13. Undang-Undang Nornor 27 Tahun 2009 tentang ·Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 123, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 

14. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 Tentang J'(edudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 Ten!ang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbararu Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029); 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran·Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tarnbahan Lembaran 
Negara Repuolik Indonesia Nomor4139); 

18. Peraturan Pemerintah Republlk Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan !Xnggota DPRD (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah dibuah dengan 
Peraturan Pemerintah Nlomor 37 Tahuru 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran 
Negara Repulllik Indonesia Nomor 4540); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang· Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Uinum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
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20. Peraturan Pemerintah R:epublik· Indonesia Nomor 24 Tahan 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 49, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

21. Peraturan Pemerintah Republik lndonesla Nomor54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (l.embaran Negara Republik-lndonesia tahun 2005 Nomor 136, 
Tarnbahsn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimllangan (liembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor·56 Tahun 2005 tentang Sistern lnformasi Keuangan Daerah (Lernbaran Negara,Republik lndonesla,tahun 
2005: Nomor 138, Tambahan Lembaran fllegara Republik lridonesia Nomor 4576); - 

· 24. ·Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang H.ibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577}; 

25. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4578); · 

26. · Peraturan Pemerintah Republik Jndonesia Nom<ir 65 Talum ·2005 teniang Penyusuman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tal\un 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggar.aan Pemerintah Daerah 
· (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan l.embaran Negara Republik lhdonesia Tahun 2005 Nomor 4592); 

28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NornorB Tahun·2006 tentang Pelaporan Keuanqandan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

29. Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubaharn keenam Alas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Penqadaan Eiarang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran· Negara 
Republik Indonesia Nomor 4330); 

30. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokuler dan Keuanqan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lernbaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4712); 

31. Peraturan Pemerintah Republik lndonesla Nomor 38 Tahun 2007 tent,mg Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pernenntah, Pemerintah Darerah Provinsi 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Repubfik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

·32. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l.ernbaran.Neqara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor89, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

33. Peraturan Presiden Repubfik Indonesia Nomor 54 Tahun 201 o Tentang Pengadaan Barang· darr Jasa Pemerintah 
· 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun,2006 tenlang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengernbalian Tunjangan Kornunikasi lntensit dan Dana 
Operasional; 

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun-2011 tentang Pedornan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
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Menetapkan 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH AABUPATEN KEPULAUAN ARUI 
dan 

BUPATI KEPULAUAN ARU 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2012 

Pasal 1 

Anggaran,Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 mengalami perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan dari yang telah ditetapkan sebelumnya dengan rincian 
sebagaiberikut: 

1. Pendapatan Daerah 
a. Semula Rp 453.706.433.614 
b. Bertambah/(Berkurang) Re 12.383.959.643 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 466.090.393.257 

2. Belanja Daerah 
a. Semula Rp 455.200.547.496 
b. Bertambahl(Berkurang} Rp 34.939.674.741 

Jumlah Belania setelab Perubahan Re 490.140.222.237 
Surplijs/(Oefisit} setelao' Perubahan Re (24.049.ff28.980) 

3. Pembiayaan "" · 
a. Penerirnaan 

1 ). Semula Rp 15.383.236.920 
2). Bertambah/(Berkurang). Rp 12.441.376.534 

Jumfah Penerimaan Pembiayaan setelatr Perubahan Rp 27.824.613.454 

b. PengeluaraA 
1 ). Semula Rp 1.000.000.000 
2). Bertambah/(Berkurang): Rp 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000 
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Jam/ah· Pembiayaan Neto Rp 26.824.613.454 
Sisa Febih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 2.774.784.474 

Pasat2 

(1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 
1 ). Semula Rp 10.640.150.000 
2) Bertambah/(Berl<urahg) Rp. (1.640.000.000) 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 9.000.150.000 

b. Dana Perimbangan 
1 ). Semula Rp 435.566.283.614 
2). Bertambah/(Berkllrang) Rp 497.196.643 

Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp 436.063.480.257 

c. Lain-Lain pendapatan Daerah yapg Sah 
1 ). Semula Rp 7.500.000.000 
2). Bertambah/(Berl<Wrang) Rp 13.526.763.000 

Jumlah Lain-Lain pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 21.026.763.000 

(2) Pendapatan Asli Daerah Sebagaimana Dimaksud pada ayat (1) hurufa.terdiri Jenis Pendapatan: 
a. Pajak Daerah 

1 ). Semula Rp 1.235.000.000 
2) Bertambah/(Berkurang) Rp (140.000.000) 

Jumlah Pajak Daerah setelah Peruoahan Rp 1.095.000.000 

b. Retribusi Daerah 
1 ). Semula Rp 4.155.150.000 
2). Bertarnbah/(Berkurang) Rp 

Jarnlah Retribusi Daerah setelah Pembahan Rp 4.155.150.000 

c. Hasil Penqelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 
1 ). Sernula Rp 250.000.000 
2). Bertambahl(Berkurang) Rp 
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Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 250.000.000 

d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 
1). Semula Rp 5.000.000.000 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp (1.500.000.000) 

Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Pernbahan Rp 3.500.000.000 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf b terdlrl dari Jenis Pendapatan : . . 
a. Dana· Bagi Has ii Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1 ). Semula Rp 32.522.168.614 
2). Bertambah/(Berkwrang) Rp 497.196.643 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 33.019. 365.257 

. b. Dana Alokasi llmum 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

c. Dana Alokasi Khusus 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

· Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan 

Jumlah DanaAlokasi Khusus setelah Perubahan 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

356.469.5135.000 

46.574.580.000 

Rp 

Rp 

356.469.535.000 

46.574.580.000 

(4r lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimama dimaksud pada ayat (1) huruf c terdtri dari jenis pendapatan: 
a. Pendapatan Hibah 

1 ). Semula Rp 
2).- Bertambah/(Berkwrang) Rp ��������� 

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 
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c. 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak darl Provins! dan Pemerintah Daerah lainnya setelah 
Perubahan 

Dana Penyesuaian dan-Otonomf Khusus 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkwrang) 

Jumlah Dana Penyesuaian dan 0tonomi Khusus setelah Perubahan 

Rp 
Rp 12.193 563.000 

Rp 

Rp 

7.500.000.000 

112.193.563.000 

de Bantuan Keuangan Dart Provinsi atau Pemerintah Daerah Lalnnya 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkwrang) 

Jumlah Dana Penyesuaian dan 0tonomi Khusus setelah Perubahan 

Pasal3 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Belanja Tidak Langsung 

1). Semula 
2). Bertambah/(Berkwrang) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

1.333.200.000 

196.402.503.347 
17.132.077.294 

Rp 

Rp 

1.333.200.000 

213.534.580.641 

b. Belanja Langsung 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan 

Rp 
Rp 

258.798.044.148 
17.807.597.447 

Rp 276.605.641.595 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri -<lari-jenis belanja.: 
a. Belanja pegawai 

1). Semula Rp 
2). Bertambah/(Berkwrang) Rp �'----������� 

Jumlah Belanja pegawai setelah Perubahan Rp 182.216.723.572 

165.072.059.961 
17.144.663.612 

b. Belanja subsidi 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 
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Jumlah Belanja subsldl setelah Perubahan Rp 

c. Belanja hibah 
1). Semula Rp 6.178.115.000 
2). Bertambahl(Berkwrang) Rp 400.000.000 

Jumlah Belanja hibah setelah Perubahan Rp 6.578.115.000 

d. Belanja bantuan sosial 
1). Semula Rp 2.034.150.000 
2). Bertambah/(Berkwrang) Rp 

Jumlah Belanja bantuan sosiat setelah Perubahan Rp 2.034.150.000 

e. Belanja bagi hasit kepada provinsUkabupaten/kota dan pemerintah 
1 ). Semula Rp 
2). Bertambah/(Berkrurang) Rp 

Jumlah Belanja bagilhasil kepada provinsi/kabupatenlkota dan pemerintah setelah 
Rp Perubahan 

f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota·dan Pemerintahan,Desa 

1 ). Semula Rp 18 118.178.387 
2). Bertambahl(Berkurang) Rp 28.413.682 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Rp 1!8.146.592.069 Pemerintahan Desa setelah Perubahan 

g. Belanja tidak terduga 
1). Semuta Rp 5.000.000.000 
2). Bertambahl(Berk�rang) Rp (441.000.000) 

Jumlah Belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp 4.559.000.000 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! b terdiri dari Jenis belanja : 
a. Belanja Pegawai 

1). Semula 
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2). Bertambah/{Berkwrang) Rp 1.298.868.200 
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 26.613.460.000 

b. Belanja Barang (Ian Jasa 
1 ). Semula Rp 124.967.417.222 
2). Bertambah/(Berkwrang) Rp 14. 768.631.634 

. . 
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 139.736.048.856 

c. Belanja Modal' 
1 ). Semula Rp 108.516.035.128 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 1.740.097.613 

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 110.256.132.739 

Pasa14 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 
a. Penerimaan 

1). Semula Rp 15.383.236.920 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 12.441.376.534 

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp 27 824.613.454 

b. Pengeluaran 
1 ). Semula Rp 1.000.000.000 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 1.000.000.000 

(2) Peneninnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) 

1 ). Semula Rp 15.383.236.920 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp 12.441.376.534 

Jumlah Sisa Lebih Perhitunqan Anggaran Tahun Angmaran sebelumnya•(SILPA) 
Rp 27.824.613.454 setelah Perubahan 

b. Pencairan dana cadangan 
1 ). Semula Rp 
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2). Bertambah'(Berkuranq) Rp 

c. 

d. 

Jumlah Pencairam dana caclangan setelah Perubahan 

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Peruoahan 

Penerimaan pinji3man daerah 
1). Semu1a 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan - Rp 

e. 

f. 

Penerimaan kembali pemberian pinjaman, 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkuiang) 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan 

Penerimaan piu!ang daerah 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang} 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)'huruf b terdiri dari jenis pembiayaan': 
a. pembentukan dana cadangan 

1 ). Semula Rp 
2). Bertambah/(Berkurang) Rp �'--������� 

Jumlah pembentukan: dana caclangan setelah Pen:tbahan Rp 

I 

b. 

c. 

penyertaan modaL(investasi) pemerintah daerah 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah penyertaan moc!al (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan 

pembayaran pokok utang, 
1). Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 
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1.000.000.000 
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d. 

e. 

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan 

pemberian pinjaman daerah 
1). · Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jum/ah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan 

pembayaran Utang Pihak Ketiga 
1). · Semula 
2). Bertambah/(Berkurang) 

Jumlah pembayaran Utang Pihak Ketiga setelah Perubahan 

Pasal5 

Rp 
Rp 

Rp 
Rp 

Rp 

Rp 

Rp 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Oaerah ini, terdiri dari : 

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD; 

2. Lampiran II 

3. lampiran Ill 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; 

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
Rekapitu/asi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; 
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan 
Negara; 

Daftar Perubahan Jum/ah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

l.aooran Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang be/um diselesaikan dan dianggarkan kembali dalarn Tahun Anggaran ini; 
_D<1�ar Pinjaman Daerah dan Obligasi D_aerah; 

Pasal6 

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai /andasan operasional pelaksanaan APBD 
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Pasal7 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah. 

Ditetapkan di Dobo 

PULAUAN ARU . 

Diundangkan di Dobo 

pada tanggal 14 November 2012 

SEKERTARIS DAERAH KEPULAUAN ARU 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2012 NOMOR 5 
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